PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM

Oleh Sayuti

A. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong
yang mencintai. Perwalian secara etimologi ( bahasa ), memiliki beberapa
arti , diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali , dan jamak
dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien,
sanak atau pelindung. Dalam literatur figih Islam perwalian disebut dengan
al-walayah ( alwilayah ), (orang yang mengurus atau yang mengusai
sesuatu), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan ad-di lalah.
Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti , di antaranya adalah cinta ( al-
mahabbah ) dan pertolongan (an-nashrah ) dan juga berarti kekuasaan atau
otoritas ( as-saltah wa alqudrah ) seperti dalam ungkapan al-wali, yakni “
orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari al-walayah (alwilayah)

adalah “ tawalliy al-amr ”, ( mengurus atau menguasai sesuatu)

Perwalian dalam istilah Figh disebut wilayah, yang berarti penguasaan
dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut figh ialah penguasaan
penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan
melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian
disebut wali. Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka

penulis memaparkan beberapa arti antara lain:

a. Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain
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selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili
anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan

perbuatan hukum.

b. Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang
menurut hukum ( agama, adat ) diserahi kewaj iban mengurus anak yatim
serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin
perempuan pada waktu nikah ( yaitu orang yang melakukan janji nikah

dengan pengantin laki-laki ).

c. Amin Suma mengatakan dalam bukunya “ Hukum Keluarga Islam di
Dunia Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas ( yang dimiliki )
seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan

sendiri tanpa harus bergantung ( terikat ) atas izin orang lain.

d. Sayyid sabig mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang
dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang
hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada
yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan
harta bendanya.

e. Menurut Dedi Junaedi . Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua
kategori yaitu:Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama
(Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan
sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap j iwa
dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.”®Perwalian khusus
yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian

terhadap harta bendanya.

f. Menurut Ali Afandi, perwalian atau voogdjij adalah pengawasan pribadi
dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum
dewasa j ika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi
dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu
dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah

perwalian.
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Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas
orang sebagaimana di atur dalam Undang-undang, dan pengelolaan
barang-barang dari anak yang belum dewasa ( pupil ). Demikian juga
dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai
wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang
dikuasai dan dilindungi , anak-anaknya atau

orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk

bertindak sebagai wali .

Oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan
yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan
hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak
mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak
cakap melakukan perbuatan hukum.

Perwalian menurut hukum Islam ( figih ) merupakan tanggung jawab
orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam ( hadlanah ), yang
diartikan “ melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki
atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan
menyediakan sesuatu yang menja dikan kebaikannya, menj aganya
dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani
dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul
tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara
anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya.
Keduannya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan,
pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya.

Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda, bahwa
seseorang
( wali ) berhak menguasai dan melindungi satu barang, sehingga orang
yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda tersebut, misalnya
benda miliknya
atau hak milik orang lain yang telah diserahteri makan secara um um
kepadanya. Jadi, ia melakukan penguasaan dan perlindungan atas
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barang tersebut sah hukumnya.

Adapun yang dimaksudkan dengan perwalian dalam terminologi
para Fugaha ( pakar hukum Islam ) seperti di formulasikan Wahbah Al-
Zuhayli ialah “kekuasaan atau otoritas ( yang dimiliki ) seseorang untuk
secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus
bergantung ( terikat ) atau seizin orang lain.”

Orang yang mengurusi atau menguasai sesuatu ( akad/transaksi ),
disebut wali seperti dalam penggalan ayat: fal -yumlil waliyyuhu bil-adli. Kata
al- waliyy muannatsnya al-waliyyah dan j amaknya al-awliya, berasal dari
kata wala -yaliwalyan-wa-walayatan, secara harfiah berarti yang
mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut,
pengasuh dan orang yang mengurus perkara ( urusan ) seseorang.

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena
dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak dan bila pada suatu ketika
terj adi perceraian, salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia,
maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan
berada dibawah lembaga perwalian. Wali merupakan orang yang mengatur
dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak tersebut baik

mengenai diri si anak maupun harta benda mi lik anak tersebut.

Sebelum perwalian timbul, maka anak anak berada dibawah
Kekuasaan orang tua, yang merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh
ayah atau ibu, selama ayah atau ibu masih terikat dalam perkawinan.
Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh si ayah, namun j ika siayah berada
diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si ibu
yang menj adi wali . Pada umumnya, kedua orang tua waj ib memelihara
dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari
anak yang belum dewasa tersebut kehilangan hak
menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu
tidak membebaskan orang tua si anak dari kewaj iban untuk memberikan
tunj angan untuk membayar pemeliharaan atau pendidi kannya sampai anak

tersebut menj adi dewasa.
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Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok.
Para ulama mengelompokan:

a. Perwalian terhadap jiwa ( Al-walayah "alan-nafs );

b. Perwalian terhadap harta ( Al-walayah "alal-mal );

c.Perwalian terhadap jiwa dan harta ( Al-walayah -alan-nafsi wal-mali
maran ).
berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan,
pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak
( keluarga ) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan
ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah
perwallian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu
dalam hal pengembangan, pemeliharaan ( pengawasan ) dan pembelan;
aan. Adapun perwalian terhadap j iwa dan harta ialah perwalian yang meliputi
urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan
ayah dan kakek.

Sedangkan menurut Undang — Undang Perkawinan No.1 tahun
1974 : bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di
bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.(Lihat Pasal
50 ayat 1 Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan
maupun harta bendanya.(Lihat Pasal 50 ayat 2 Undang — Undang No.1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.) Ketentuan ini adalah bertujuan untuk
menghindarkan adanya dua perwalian, yaitu : Perwalian mengenai pribadi
si anak dan perwalian mengenai harta bendanya, yang mana hal itu ada
dikenal dalam hukum islam.

Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi hukum Islam
adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan
kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil

untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua
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orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan

hukum”.
Dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya: Pasal 107

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun

dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.

Pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam
adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak
yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan
dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta
kekayaanya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam
adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah
menikah.

Selain dari itu, masalah perwalian juga mengenai wali anak kecil,

orang gila dan safih.

1. Anak Kecil

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah
ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali

menurut pendapat sebagian ulama Syafii.

Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali

yang bukan ayabh.

Hambali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah orang
yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang
yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar’iy.
Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab
kakek menurut mereka tidak bisa mempercayai posisi ayah. Kalau posisi

kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.
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Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang
menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu
orang yangmenerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian
jatuh ke tangan gadhi.

Syafi‘i mengatakan: perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan
dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya,

kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi .

Imamiyah mengatakan: perwalian, pertama-tama berada ditangan
ayah dan kakek ( dari pihak ayah ) dalam derajat yang sama, di mana
masing- masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri
tanpa terikat yang lain. Yang mana saja di antara keduanya yang lebih
dulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak
itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya. Apabila mereka
berdua saling berebut menj adi wali si anak, maka yang di dahulukan adalah
perwalian kakek. Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam
bentuk yang bertentangan satu sama lain, maka yang di dahulukan adalah
tindakan yang lebih dulu, sedangkan yang terkemudian dianggap tidak berlaku.
Akan tetapi bila terj adi bersamaan, maka yang di dahulukan adalah kakek.
Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, perwalian jatuh ke tangan orang
yang mkenerima wasiat dari ayah seorang dinantara keduanya. Dalam hal
ini kakek di dahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek,
dan tidak pula terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, perwalian j atuh

ke tangan hakim syar“iy.

2. Orang Gila

Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan dikalangan
ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang
tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti. Berbeda dari
pendapat di atas, adalah pendapat segolongan mazhab Imamiyah, yang

membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang
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gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para ulama
mazhab Imamiya mengatakan: perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang
gila jenis pertama, sedangkan orang gila yang tergolong jenis kedua,

perwaliannya berada di tangan hakim.

3. Anak Safih.

Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak
kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-
safih-an ( idiot ), maka perwaliannya berada di tangan hakim, tidak ada
ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka

berdua.

B. Dasar hukum perwalian anak

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam adalah sebagaimana

firman Allah dalam al-Qur“an surat al-Bagarah ayat : 282

282 Lads Jle s e o ol Vo) Lz ) L 3 e (530 (S (ld

Artinya: Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Dalam kitab tafsir ibnu katsir diterangkan, bahwa Allah SWT
melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang
dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak
diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menj adi sandaran
hidupnya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi sang

waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanj a dari harta
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mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik

kepada mereka .

Surat A n-Nisa“ ayat 5:

e 1l 85 0n oSy lgdan 855 Lald oIl Jaa Al 2SU) sal eledd) 1 5355 Y

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum

sempurna akalnya, harta ( mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
Berilah mereka belanja dan pakaian ( dari hasil harta itu ) dan

ucapkanlah kepada mereka kata- kata yang baik.

Kutipan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali
terhadap anak dan harta yang berada di bawah perwaliannya, disamping itu
orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan hukum harus malalui
walinya. Wali tidak boleh menyerahkan harta ( yang dalam perlindungannya )
kepada yang belum sempurna akalnya. Berikanlah kepada mereka belanja
dan pakaian secukupnya serta perlakukan mereka dengan baik. Allah SWT
memerintahkan kepada para wali untuk mereka dari waktu kewaktu mengecek
dan menguji anakanak yang di bawah asuhannya sampai mereka cukup
umur untuk kawin. Jika didapati mereka cukup cerdas dan cakap serta
pandai untuk menjaga hartanya sendiri, maka hendaklah diserahkan harta
mereka yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk

diurusnya sendiri.?*

C. Syarat-syarat Wali dan yang Berhak menjadi Wali

1. Syarat-syarat wali
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Dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali
nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima
wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi

wali di antaranya yaitu:

a. Orang Mukallaf, karena orang yang mukallaf adalah orang yang
dibebanihukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Hadits Nabi:

o5 Bt im0 (e 5 Kt e uads LSy ) aling (i (gl 35 36 e ) o
(pluas g adlols,y ) Gab Aa

Artinya: “ Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum
berikhtilam ( mengeluarkan air mani dalam mimpi ) atau belum
mencapai usia lima belas tahun, orang yang tidur sampai ia terjaga

dan orang gila sampai ia kembali sadar”. ( H.R. Bukhori dan Muslim)

b. Muslim, disyaratkan wali itu seorang muslim apabila yang menjadi tanggung

jawabnya itu orang islam. Hal ini berdasarkan Firman Allah:

e el 05 (e L) Al O siesal) A Y

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir
sebagai wali-wali ( mereka ) dengan meninggalkan orang-orang
mukmin”. ( Q.S. Ali Imron: 28).

c. Baligh dan berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat
dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sesuai

dengan Hadist Nabi yang telah disebut di atas tadi.

d. Adil
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e. Laki-laki

Adapun dalam hadlonah para ulama madzhab sepakat bahwa dalam
asuhan disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, dapat
dipercaya, suci diri , bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan
peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya.

Seseorang yang akan menjadi wali terhadap diri seorang anak harus
memiliki syarat-syarat yang dapat menjamin kesejahteraan anak dan
sanggup mendidik anak sehingga kelak menjadi orang baik. Dalam hal i ni ,
wali harus memenuhi 4 syarat:

1. Dewasa dan sehat akal ( tidak gila ataupun bodoh ), sehingga untuk
mengurusi diri sendiripun tidak mampu apalagi mengurusi orang lain,
Menurut pendapat ulama, bahwa seorang anak menjadi baligh ialah bila ia
mencapai usia lima belas tahun, atau ia mengeluarkan mani dalam
mimpinya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh A'isyah r.a. dan
beberapa sahabat, Rasulullah SAW bersabda:

Osiaall (o5 Bddig a2 e 5 A Byue (ued alSuy ol aliag s ouall 836 e Bl ad

(ples sl olgy ) Gay

Artinya: “ Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum

berikhtilam ( mengeluarkan air mani dalam mimpi ) atau belum

mencapai usia limabelas tahun, orang yang tidur sampai ia terj aga

dan orang gila sampai ia kembali sadar”. ( H.R. Bukhori dan Muslim)

Syarat-syarat wali tersebut ditetapkan karena seorang yang
belum dewasa mestinya belum sanggup mengurus kesejahteraan dirinya
sendiri dan ia masih diurus oleh orang lain. Karena itu ia belum sanggup

menjadi wali, demikian j uga kalau misalnya ia tidak sehat akalnya.

2. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil . Wali haruslah

orang yang dapat dipercaya atas kesejahteraan anak yang ada di
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bawah perwaliannya, karena adanya wali adalah untuk menj aga kesej

ahteraan anakanak yang belum dewasa.

Disamping wali disyaratkan telah dewasa dan sehat akalnya,
juga disyaratkan wali itu harus orang yang dapat dipercaya terhadap
kesejahteraan anak dan adil, sebaliknya kalau misalnya wali suka menyakiti
anak atau suka membiarkan anak-anak, maka wali seperti itu tidak
dapat memangku jabatanya. Karena perwalian itu diadakan justru
untuk menjamin kesejahteraan anak yang di bawah perwaliannya.
Sebagaimana dalam Surat An Nisa": 135

Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tetap teguh,
patuh menegakkan keadilan tidak menyimpang dari jalan yang benar.
Keadilan juga sebagai syarat wali. Imam syafi“i berpendapat, bahwa yang
dimaksud dengan cerdas ialah adil. Beliau juga berpendapat bahwa
kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian.

Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
sebagai seorang wali, sebaliknya kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah

fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak.

Seagama, seorang wali haruslah beragama sama dengan anak yang
berada di bawah perwaliannya. Dengan demikian seorang ayah yang non
muslim tidak boleh menjadi wali dari anak yang beragama Islam. Karena
agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan anak dan
walinya, juga dalam menj alankan tugas yang menjamin
kesejahteraan anak. Kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang
tidak seagama dengan si anak, maka dikhawatirkan anak itu akan
terpengaruh dengan agama walinya, karena seorang yang bukan
dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong sianak,
maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya,
karena seorang yang bukan muslim dikhawatirkan mengajarkan selain
agama Islam dan mendorong si anak untuk memeluk agama yang dianut

sipengasuh. Sehingga tujuan perwalian yng ditekankan untuk
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kemaslahatan terhadap anak dan hak miliknya tidaklah terpenuhi, karena
orang yang berlainan agama tidak henti-hentinya menimbulkan

kemadharatan.

Semua syarat- syarat tersebut harus ada semenjak diangkat
menjadi wali dan menerima seorang yang ada dalam perwaliannya.
Selama menjadi wali, apabila suasana berubah misalnya hilang
salah satu syarat tersebut di atas, maka seorang yang menjadi wali

dicabut kekuasaanya.

Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang yang
menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus baligh,
mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang
mensyaratkan bahwa wali itu harus -adil, sekalipun ayah dan kakek.
Perwalian ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang

menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya.

Oleh karena itu, dasar diadakannya perwalian adalah karena agar
tidak terjadi kekosongan ( vacuum ). karena kekosongan orang tua
telah dicabut terhadap anak atau anak-anak yang masih

membutuhkannya.

Namun, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu
berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar
dengan batu dan semen belaka, sebab -adalah ( adil ) itu adalah
sarana untuk memelihara dan menjaga, dan bukan merupakan tujuan itu

sendiri .

Disamping itu, Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) juga
memberikan ketentuan pada Pasal 107 ayat 4 agar wali itu harus orang
yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik,

atau badan hukum dan di utamakan.
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Para ulama mazhab sepakat, bahwa tindakan-tindakan hukum
yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah
perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan
sah, sedangkan yang menimbulkan madharat tidak dianggap sah.
Tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama mazhab
tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi juga
tidak madharat. Sebagian ulama Imamiyah mengatakan: Hal itu
dibenarkan, manakala yang melakukannya adalah ayah atau kakek.
Sebab yang disyaratkan di situ, adalah bahwa tindakan tersebut tidak
merusak dan bukan harus membawa maslahat. Sedangkan tindakan
yang dilakukan oleh hakim atau orang yang menerima wasiat untuk
menjadi wali, dibatasi pada tindakan-tindakan yang membawa
manfaat saja. Bahkan, sebagian ulama mazhab Imamiyah tersebut
mengatakan: Tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan tetap

berlaku, sekalipun membawa madharat bagi si anak kecil.

Mazhab selain Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan
antara ayah, kakek, dan hakim serta orang yang diberi wasiat, dimana
tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawa
manfaat. Pandangan serupa ini, juga dianut oleh banyak ulama mazhab

Imamiyah.

Berdasarkan itu, maka wali boleh berdagang dengan menggunakan
harta anak kecil, orang gila dan safih, atau menyerahkannya sebagai modal
bagi orang yang berdagang dengannya, membeli berbagai perabot
menjual sebagian hartanya, meminjamkannya dan lain sebagainya.

Semuanya itu disertai syarat adanya kemaslahatan dan kejujuran.
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Kemaslahat yang terdapat pada hutang hanya terbatas pada kekhawatiran

akan hilangnya harta.
2. Yang Berhak Menjadi Wali

Pada Umumnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam
hukum Islam diatur adalah ibu yang memelihara anaknya ketika
bercerai dan jika ibu sudah tidak ada, diserahkan kepada pemelihara

yang lebih dekat dengan urutan sebagai berikut:

a. Ibunya ibu ( nenek dari ibu )
b. Ibunya ayah ( nenek dari ayah )

c. Ibunya nenek

d. Seterusnya dengan mendahulukan perempuan baru laki-laki ( kalau

sudah tidak ada yang perempuan ) seperti bibi.

Menurut hukum Islam orang yang berhak ditunjuk menjadi wali

terdiri dari:

a. Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah tidak lagi
membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk
menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan
tertib hukum waris, yaitu siapa yang berhak mendapat warisan terlebih

dahulu.

b. Jika anak tersebut belum dapat memilih, para ahli figih berpendapat
bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayah dan urutannya
sebagai berikut:

a) Nenek dari pihak ibu
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b) Kakek dari pihak ibu

c) Saudara perempuan sekandung dari anak tersebut
d) Saudara perempuan se ibu

e) Saudara perempuan se ayah

f) Kemenakan perempuan sekandung

g) Kemenakan perempuan ibu se ibu

h)  Saudara perempuan ibu sekandung

i) Saudara perempuan ibu se ibu

1) Saudara perempuan ibu se ayah

k) Kemenakan perempuan ibu se ayah

) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
m)  Anak perempuan saudara laki-laki se ibu

n)  Anak perempuan saudara laki-laki se ayah

o) Bibi dari ibu sekandung

p)  Bibidariibu se ibu

q) Bibi dari ibu se ayah.

Dengan demikian urutan-urutan perwalian tersebut
merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk oleh hakim pengadilan
untuk menjadi wali bagi seorang anak, apabila ternyata orang tua si
anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya.
Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari

kerabat terdekat menurut garis keturunannya.

D. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali

Perwalian itu adalah tugas, baik untuk kepentingan anak, maupun
untuk kepentingan masyarakat, dan harus dilakukan oleh mereka yang
telah ditunjuk untuk itu berhubung dengan hubungan-hubungan

pribadinya dan/atau sifatsifatnya.
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Adapun wali anak yatim adalah apabila dia miskin tidak ada halangan
baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk
keperluan hidupnya sehari-hari. Hal itu diperbolehkan, jika ia terhalang
berusaha yang lain kerena mengurus anak yatim yang dipeliharanya itu. Hal

ini sebagaimana dalam surat An Nisa" ayat 6:

) 88 IS (e Adainld Lie (IS (e
Artinya: ”..Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka

hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak
yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia
Makan harta itu menurut yang patut ” ( Q.S: An Nisa®: 6).

Ayat ini menunjukkan bahwa wali yang bekerja itu tidak mempunyai hak

kepada harta anak yatim dan bahwa upah kewaliannya itu diperoleh dari sisi

Allah. Akan tetapi, apabila keadaan menentukan baginya sebagian harta

itu maka dia boleh memakannya, karena memberi nafkah kepada

keluarga ( ayah, ibu, dan nenek ) secara timbal balik itu hukumnya wajib.

Dan orang tua wajib diberi nafkah oleh anak-anaknya dengan dua

ketentuan:

1. Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak kuat untuk bekerja.

2. Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak normal otaknya ( gila).
Adapun anak-anak wajib diberi nafkah oleh orang tuannya dengan

tiga ketentuan:

1. Jika anak dalam keadaan faqir dan masih kecil
2. Jika anak dalam keadaan faqir dan tidak kuat untuk bekerja
3. Jika anak dalam keadaan faqir dan tidak normal otaknya ( gila )

Adapun bila wali itu muslim, maka dia boleh mengambil sebagian dari
harta anak yatim itu dengan cara yang ma’ruf. Maksudnya larangan untuk

mengambil yang banyak dari upah sebanding dengan penunjangnya.
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Sedapat-dapatnya perwalian diambil dari kalangan keluarga
anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur,

dan berkelakuan baik.

Setiap pribadi bertanggung jawab untuk menyucikan jiwa dan
hartanya, kemudian keluarganya dengan memberikan perhati an
secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan isterinya, baik jasmani
maupun rohani . Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekwensi

keuangan dan pendidikan.

Dalam hal ini dapat dipahami , bahwa ayat di atas memerintahkan

penyisihan sebagian hasil usaha untuk mengahadapi masa depan.

Di dalam hukum Islam ( figih ) kewajiban-kewajiban wali atau
tugas wali ialah seperti tugas seorang orang tua yang menjalankan
kekuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu
ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola
harta kekayaan seperti para orang tua, dan seorang ayah atau nenek dapat
memberikan wasiat kepada orang lain sebagai wali anak atau walinnya

sesudah ia meninggal.

Dilakukan perwalian terhadap diri seorang anak untuk menjaga
kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan
dirinya dan segala macam yang belum dapat diperolehnya. Seperti
pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan seorang anak yang masih di

bawah umur.

Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk
mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara,
serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga
mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua
pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali.

Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya
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adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik,
termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian,
mencatat perubahanperubahan hartanya selama perwalian, serta
menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa
perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri

sendiri.

Tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak
serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk
kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya perincian tugas dan kewajiban
seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah

perwaliannya dijelaskan dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di
Bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban
memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan
lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah

perwaliannya.

2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta
orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila
perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di
bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak

dapat dihindarkan.

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di
bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul
sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51
ayat 4 (empat) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
pertanggungjawaban waali tersebut ayat 3 (tiga) haarus dibuktikan

dengan pembukuan yang ditutup satu tahun sekali.
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Dalam Pasal 111 ayat ( 1 ) KHI, Wali berkewajiban menyerahkan
seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang

bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

E. Pengangkatan dan Berakhirnya Perwalian

1. Pengangkatan Wali

Telah dijelaskan bahwa, bagi sekalian anak belum dewasa, yang
tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya
tidak telah di atur dengan cara yang sah, maka Pengadilan Agama
harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil

dengan sah para keluarga sedarah atau semenda.

Pengangkatan itu diperlukan, karena ada atau tidaknya si bapak
atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman
mereka tak diketahui, maka oleh pengadilan diangkat juga seorang

wali.

Kemudian atas permintaan orang yang digantinya, wali ini dipecat
lagi apabila alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak lagi
ada. Atas permintaan ini, pengadilan mengambil ketetapannya, setelah
mendengar atau memanggil dengan sah akan peminta, si wali, wali
pengawas, para keluarga sedarah atau semenda belum dewasa,
sekiranya permintaan itu berkenaan dengan perwalian seorang anak
luar kawin, maka pengadilan mengambil ketetapannya, setelah
mendengar atau memanggil dengan sah seperti teratur dalam Pasal
351 a. Permintaan dikabulkan, kecuali ada kekhawatiran yang

beralasan kalau-kalau Bapak atau si Ibu akan melantarkan si anak.

2. Berakhirnya Perwalian
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Perwalian pada umumnya berakhir apabila:

Anak yang di bawah perwalian telah dewasa
Anak meninggal dunia

Wali meninggal dunia

oo o p

Wali dipecat dari perwalian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang berakhirnya perwalian
adalah disebutkan dalam Pasal 107 ayat ( 3 dan 4 ), bila wali tidak
mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya,
makaPengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk

bertindak sebagai wali atas permohonan

kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak
tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur,

dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Perwalian seseorang juga akan berakhir, apabila anak yang
berada di bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 tahun atau telah

kawin karena usia 21 tahun atau telah kawin dianggap telah dapat mandiri .

Sedangkan, berakhirnya suatu perwalian di sebutkan dalam pasal
111 Kompilasi Hukum Islam vyaitu: “ wali berkewajiban menyerahkan
selurun harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang

bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Perwalian juga berakhir dengan pencabutan hak perwalian,
sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 bahwa
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan
hukum dan memindahkannya kepada pi hak lain atas permohonan
kerabatnya, bila wali tersebut pemabuk, penj udi , pemboros, gila, dan
atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai

wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.
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Kesimpulan

Dari uraian-uraian tersebut diatas, jelas terlihat bahwa
pada prinsipnya terdapat perbedaan pengaturan tentang
perwalian menurut UU No.1l tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam, Dimana menurut Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang
menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21
tahun atau belum kawin (Pasal 107 ayat 1 KHI) sedangkan
menurut UU No.1 tahun 1974 yang menerima perwalian adalah
anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada kekuasaan

orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).

Sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perwalian
hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan
kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau
dengan lisan dihadapan dua orang saksi (Pasal 51 ayat 1 UU No. 1 tahun
1974).

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama Islam
saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan

UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Peknbaru, Agustus 2017

Pemakalah

Sayuti.
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